SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala
Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada
Tahun 2024;

bahwa agar pembangunan di Kota Madiun dapat berjalan
dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat,
perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan daerah  periode
Tahun 2025-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Berakhir pada Tahun 2024, yang mengamanatkan kepada
Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024
agar Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2026 sebagai pedoman bagi Pj. Wali Kota
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Madiun tentang Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6801);
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3244);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
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24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah  Bagi Daerah dengan  periode Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada
Tahun 2024;
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31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 75);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Madiun Nomor 106);

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

37.Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Madiun Nomor 110);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

(1)

Daerah adalah Kota Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-
2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah jangka menengah
sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan Tahun 2026.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang
disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang
pendanaannya diperoleh dari anggaran
pemerintah /daerah, sebagai bagian integral dari upaya

pembangunan daerah secara utuh.

Pasal 2

RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
menengah Daerah yang bersifat transisi berdasarkan visi
dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, program prioritas, kerangka pendanaan
pembangunan dan program Perangkat Daerah, serta

kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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(2) RPD digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Daerah.

(3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Dalam penyusunan RPD memperhatikan:

a.

€.

f.

g.

penyelarasan target indikator makro dan program
prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun
Tahun 2005-2025;

hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2023;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

isu-isu strategis yang berkembang;

kebijakan nasional; dan

regulasi yang berlaku.

(2) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

mempertimbangkan saran dan/atau masukan dari

pemangku kepentingan pembangunan Daerah, termasuk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan RPD sebagai berikut:

a.
b.
C.

d.

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran Umum Daerah;
Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;

Bab IV  : Permasalahan Daerah dan Isu Strategis;
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e. BabV : Tujuan, dan Sasaran;

f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Prioritas;

g. Bab VII :Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah;

h. Bab VIII :Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

i. BabIX :Penutup.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RPD dan
menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2026.

(2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RPD.

Pasal 6

(1) RPD dapat dilakukan perubahan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan
kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
kesenjangan yang signifikan antara target dan
pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; atau

c. terjadi perubahan mendasar.

(2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, kejadian luar biasa dan perintah dari

perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.
Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

[m] 1% [m]
i :

[=]%

Ilka Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi di tingkat lokal. Dalam
kerangka ini, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
menjadi landasan yang esensial untuk mengarahkan langkah-langkah strategis
dalam memajukan wilayah tersebut. Salah satu dokumen penting yang perlu
dirumuskan adalah Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPD ini sesuai
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 Dan Daerah Otonom
Baru.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari
amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah
dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Salah satu kota yang
akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 adalah Kota Madiun. Masa
jabatan Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Inda
Raya akan berakhir pada 29 April 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2023 dilandaskan pada tujuan
mendasar sebagai dokumen transisi dalam perencanaan jangka menengah
daerah, yang pada gilirannya akan mendorong bahwa wilayah yang masa
perencanaan RPJMD telah berakhir, dapat mengarahkan periode perencanaan
2025 hingga 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-
2026. Situasi ini mengarahkan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 untuk
bergantung pada panduan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. RPJPD Kota
Madiun Tahun 2005-2025 dalam konteks ini dibagi menjadi empat periode
tahun perencanaan jangka menengah. Dalam urutan kronologis, terdapat
periode pertama (tahun 2005-2008), periode kedua (tahun 2009-2014), periode
ketiga (tahun perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019), serta terakhir
adalah periode tahun 2020-2025. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026, pada
prinsipnya mewakili tahap akhir dalam proses perencanaan jangka panjang

daerah.
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Kehadirannya menjadi sarana untuk memastikan bahwa RPJPD Kota

Madiun telah mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut

diwujudkan dalam kerangka RPD Kota Madiun tahun 2025-2026. Dokumen

Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 akan

digunakan oleh penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023,

penyusunan RPD Kota Madiun 2025-2026, memperhatikan:

1.

N o g o

Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam

RPJMN Tahun 2020-2024;

. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Madiun sampai

dengan Tahun 2025;

. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Madiun Tahun

2019-2024;

. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024;
. Isu-isu strategis yang berkembang;
. Kebijakan nasional; dan

. Regulasi yang berlaku.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Tahun

2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025,

dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Madiun Tahun

2005-2025 Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual.

' RPJPD Kota Madiun sampai dengan Tahun 2025

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah
RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

{f Penyelarasan target indikator makro dan program
| prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024
O | Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan

) Isu-isu strategis yang berkembang
OW‘ Regulasi yang berlaku
O Kebijakan nasional

Gambar 1. 1 Dokumen yang dijadikan acuan penyusunan RPD Kota Madiun
Tahun 2025 - 2026
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Dokumen RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman
dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat
Daerah Tahun 2025 hingga Tahun 2026. Begitu juga secara tidak langsung
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026, harus
mengacu terhadap RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026. Lebih lanjut, RKPD yang
mengacu RPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum
APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan
APBD.

. 1 Persiapan

penyusunan

-4  Penyusunan
rancangan

Pelaksanaan forum

6 Tahapan (omaulias: pubik
Penyusunan RPD
Kota Madiun

Perumusan
rancangan akhir

40)|

= Fasilitasi rancangan
4 akhir Rencana
Pembangunan Daerah

o

Penetapan

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Dokumen RPD Kota Madiun Tahun
2025 - 2026

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun 2025-2026
mengikuti enam tahapan:
Persiapan penyusunan
Penyusunan rancangan
Pelaksanaan forum PD dan forum konsultasi publik
Perumusan rancangan akhir

Fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah;dan

o o R b=

Penetapan.

1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-
2026 dilandasi oleh berbagai peraturan sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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11.

12.

13.

14.

15.

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3244);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 11114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada
Tahun 2024;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1
Seri E);
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32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 75);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Madiun Nomor 106);

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun
Nomor 40);

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun
Nomor 110).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam upaya meningkatkan sinergitas perencanaan antar level
pemerintah, penelaahan terhadap dokumen terkait RPD Madiun 2025-2026
perlu dilakukan. Penelaahan tersebut meliputi dokumen level nasional RPJPN
2005-2025, RTRW Nasional, dan RPJMN 2020-2024. Penelaahan pada level
provinsi meliputi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025, RTRW 2011-2031, dan
RPJMD 2019-2024. Sedangkan pada level Kota meliputi RPJPD Kota Madiun
2005-2025, dan RTRW 2010-2030. Selain itu perlu ditelaah juga RTRW dan
RPJMD wilayah sekitar seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan
Kabupaten Ngawi. Skema hubungan antara RPD Kota Madiun 2025-2026

dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini:
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Menjadi
RPJPN _ _Perhatian _ _ _ |
2005-2025

RTRW Kota Madiun RPJPD Kota Madiun
2010-2030 2005 - 20250

RPJMN
2015-2019

RPD Kota Madiun
2025 - 2026

RTRW Nasional

Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2026 dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 memiliki
keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya

yaitu sebagai berikut:

1. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan
RPJMN Tahun 2020-2024. Hali ini sejalan dengan sinergitas
pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Sehingga RPJMN
menjadi pedoman bagi penyusunan RPD Kota Madiun dengan melihat
arah pembangunan nasional 2020-2024.

2. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan
RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026. Penyelarasan terhadap RPD
Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan
antar wilayah baik kota maupun kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

3. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kota
Madiun Tahun 2005-2025 tahap IV. Dengan demikian dalam
penyusunanya, juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan RPJPD Kota Madiun.

4. Penyusunan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 memperhatikan
rencana pemanfaatan ruang wilayah Kota Madiun, seperti yang tertuang
dalam RTRW Kota Madiun. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW
adalah rencana pola dan struktur ruang sebagai acuan dalam

pembangunan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026.
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1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPD Kota Madiun tahun 2025-2026 adalah
memberikan pedoman dan arah pembangunan daerah Kota Madiun Tahun

2025-2026. Selain itu, RPD Kota Madiun 2025-2026 memberikan arah terhadap

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan

pembangunan, target indikator kinerja pembangunan, dan program prioritas
perangkat daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara sinergis dan dilaksanakan dengan

berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan penyusunan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi Penjabat (Pj.)
Kepala Daerah khususnya terkait penjabaran visi misi RPJPD Kota Madiun
2005 - 2025 meliputi rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan,
dan program prioritas pembangunan daerah;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan
perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat
indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-
2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika

penulisan RPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Madiun yang meliputi aspek
geografi dan demografi; kesejahteraan masyarakat; daya saing daerah;

dan pelayanan umum.
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BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran
2019-2024 (dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023) dan proyeksi
keuangan daerah tahun anggaran 2025-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait
dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan berdasarkan

hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.
BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2025-2026. Selain itu, bab ini menjelaskan Cascading kinerja
mulai dari tujuan sampai dengan outcome serta indikator masing-

masing.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
Selain itu, bab ini berisi penentuan program-program prioritas daerah
dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2026 sesuai mekanisme cascading di BAB V.
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat Kerangka pendanaan seluruh program PD Tahun
2025-2026 dan daftar program perangkat daerah Tahun 2025-2026

dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab ini berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU); dan penentuan target penyelenggaraan
pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP
Dalam Bab ini memuat pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa,
Pemerintah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu wilayah administratif di

Provinsi Jawa Timur.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat penting di wilayah Jawa Timur
bagian barat. Posisi Kota Madiun menjadikan kota tersebut sebagai pusat
berbagai kepentingan seperti layanan pemerintahan, perdagangan, jasa,
industri, pendidikan, dan kesehatan. Letak Kota Madiun sebagai kota transit
yang cukup strategis karena kondisi topografi tanah yang datar, menjadikan
Kota Madiun sebagai pilihan jalur transportasi yang mudah dilalui oleh bus
maupun kereta api. Selain itu, Kota Madiun juga mendukung sebagai daerah

hinterland karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

MINTA OTAMAD N
BADAN PERERCALAN PEEANG NAN DAERAY

KEVISEKENCANA TALA KUANG WILAYAH
KOTA MADIUN

TAHIIN 201N

PENCCUNAAN LALAN EXSISTIN

!
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Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030
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Wilayah Kota Madiun berada di daerah dataran dengan bagian tengah
terletak di ketinggian 63 meter dari permukaan laut, bagian selatan terletak di
ketinggian 67 meter dari permukaan laut. Kota Madiun secara astronomis
berada pada titik koordinat 7°35’ LS - 7°40’ LS dan antara 111°29’ BT - 111°33’
BT. Tahun 2022, Kota Madiun memiliki rentang temperatur udara di antara
20°C hingga 35°C, dengan curah hujan di Kota Madiun rata-rata mencapai 320

mm per tahun.

Tabel 2. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No. Kecamatan Kelurahan

Banjarejo

Demangan

Josenan

Kejuron

1. Taman Kuncen

Manisrejo

Mojorejo

Pandean

Taman

Kanigoro

Kartoharjo

Kelun

Klegen
2. Kartoharjo Oro-Oro Ombo

Pilangbango

Rejomulyo

Sukosari

Tawangrejo

Madiun Lor

Manguharjo

Nambangan Kidul

Nambangan Lor

3. Manguharjo Ngengong

Pangonganan

Patihan

Sogaten

Winongo

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Kota Madiun memiliki 3 (tiga) kecamatan dengan masing-masing kecamatan
terbagi ke dalam 9 (sembilan) kelurahan. Oleh karena itu, Kota Madiun secara
keseluruhan memiliki 27 kelurahan di Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun
secara administratif hampir keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan
sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan. Kota Madiun memiliki batas-batas
administratif sebagai berikut:

a) Sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
b) Sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
c) Sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
d) Sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan

Takeran Kabupaten Magetan.

e) Berdasarkan data BPS Kota Madiun Tahun 2022, Kota Madiun memiliki luas

wilayah 33,73 km?2. Berdasarkan luas tersebut, Kota Madiun terdiri dari 3

(tiga) kecamatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

Luas Wilayah Persentase Jarak ke Ibu Kota
No. | Kecamatan
(Km?) (%) (Km)
1. Manguharjo 10,54 31,25 2,9
2. Taman 12,46 36,94 4.4
3. Kartoharjo 10,73 31,81 2,6

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Berdasarkan tabel 2.1, kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di
Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luas sebesar 12,46 km?2.
Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 10,73 km?2. Sementara itu,
kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Manguharjo dengan luas
sebesar 10,54 km?Z2. Salah satu faktor yang menguntungkan dalam pelaksanaan
pembangunan adalah jarak kecamatan ke ibu kota kecamatan. Kecamatan
Kartoharjo memiliki jarak terpendek dari kecamatan ke ibu kota yaitu sejauh
2,6 km, sedangkan kecamatan Taman memiliki jarak terjauh dari kecamatan ke

ibu kota dengan jarak 4,4 km.
2.1.2 Kondisi Topografi

Apabila dilihat dari karakteristik topografinya, wilayah Kota Madiun
sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang landai dan membentang dari
utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian sekitar 63
m di atas permukaan laut. Bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 m di
atas permukaan laut dan menurun hingga 63 m di atas permukaan laut.
Sementara itu di bagian utara, ketinggian rata-rata mencapai 64 m di atas

permukaan laut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang
lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2° atau dapat
dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk

pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Tabel 2. 3 Tinggi di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No. Kecamatan Ketinggian (meter dpl)
1. Taman 77

2. Kartoharjo 68

3. Manguharjo 76

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022.

Kondisi (state) topografi yang datar di wilayah Kota Madiun memberikan
dampak (impact) terhadap kecepatan aliran permukaan yang rendah sehingga
potensi terjadi genangan air tinggi. Sebaliknya dengan topografi yang datar
potensi terjadi proses pasokan air tanah (recharge water) yang besar, sehingga
ketersediaan air tanah dangkal dapat terjadi keberlanjutan. Kota Madiun berada
di sekitar 30 km dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan
anak sungai paling besar dari Sungai Bengawan Solo. Apabila dilihat dari daerah
sekitarnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu di sebelah timur
terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 m, di sebelah selatan membujur
Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga
1.000 m di atas permukaan laut, di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung
Lawu dengan ketinggian 3.285 m, dan di sebelah utara terdapat Pegunungan

Kendeng dengan ketinggian antara 100 m—-500 m.

Tabel 2. 4 Tinggi Wilayah Tiap Kelurahan Pada Masing-Masing Kecamatan

Luas Wilayah berdasarkan Total
Kecamatan Kelurahan Kelas Ketinggian Permukaan H
(Ha) (Ha)
60-70 m 70-80m | 80-90 m

Kanigoro 0.32 172.10 172.41

Kartoharjo 6.43 72.62 79.04
Kelun 124.55 124.55

Klegen 40.76 45.59 86.35

Oro-Oro 71.23 16.10 87.33

Kartoharjo Ombo

Pilangbango 109.97 4.95 114.92
Rejomulyo 203.25 0.62 203.87

Sukosari 70.71 0.79 71.51
Tawangrejo 153.53 153.53
Total (Ha) 780.75 312.77 0.00 1143,5
Manguharjo Madiun Lor 128.15 13.84 141.99

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Luas Wilayah berdasarkan Total
Kecamatan Kelurahan Kelas Ketinggian Permukaan H
(Ha) (Ha)
60-70 m 70-80 m 80-90 m
Manguharjo 91.23 240.45 331.67
Nambangan 24.39 62.65 87.05
Kidul
Nambangan 55.29 13.69 68.98
or
Ngegong 128.16 128.16
Eangonganga 32.48 36.16 68.64
Patihan 130.17 130.17
Sogaten 124.70 124.70
Winongo 162.78 37.91 200.69
Total (Ha) 877.35 404.70 0.00 1248,5
Banjarejo 131.31 50.83 182.14
Demangan 184.36 43.18 227.54
Josenan 11.52 127.25 138.76
Kejuron 77.50 77.50
Kuncen 0.06 34.70 34.76
Taman —
Manisrejo 176.25 176.25
Mojorejo 141.14 141.14
Pandean 107.15 107.15
Taman 134.23 134.23
Total (Ha) 11.57 1113.89 94.01 1220,6
Total (Ha) 1669.67 1831.36 94.01 3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Wilayah di Kecamatan Kartoharjo mayoritas memiliki rentang ketinggian
60-70 meter di atas permukaan laut dengan luas area 780,75 Ha. Hal tersebut
berarti 71,4% wilayah di Kecamatan Kartoharjo memiliki ketinggian 60-70 meter
dpl. Kelurahan Kelun, Oro-Oro Ombo, Pilangbango, Rejomulyo, Sukosari, dan
Tawangrejo merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang ketinggian 60-

70 meter dpl.

Adapun wilayah di Kecamatan Kartoharjo dengan ketinggian 70-80 meter di atas
permukaan laut seluas 312,77 Ha atau 28,6% dari total luas wilayah.
Kecamatan Kartoharjo. Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Kartoharjo
merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter
dpl. Kelurahan Klegen memiliki wilayah dengan ketinggian 60-70 dan 70-80
meter dpl yang cukup berimbang, meskipun sebagian wilayahnya lebih banyak
yang memiliki ketinggian 70-80 meter dpl. Kecamatan Kartoharjo diketahui

tidak memiliki wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Kecamatan Manguharjo didominasi oleh wilayah dengan rentang ketinggian
60-70 meter dpl, dengan luas total 877,35 Ha atau 68,4% total luas wilayah
kecamatan tersebut. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Lor, dan
Kelurahan Winongo merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya
memiliki rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Adapun Kelurahan Ngegong,
Kelurahan Patihan, dan Kelurahan Sogaten merupakan kelurahan yang seluruh
wilayahnya berada pada rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Sementara itu,
wilayah di Kecamatan Manguharjo dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl
seluas 404,70 Ha atau 31,6% total luas wilayah kecamatan tersebut. Kelurahan
yang sebagian wilayahnya didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter
dpl yaitu Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Nambangan Kidul. Kelurahan
Pangongangan memiliki wilayah yang dengan distribusi ketinggian cukup
berimbang, baik pada rentang 60-70 meter dpl maupun 70-80 meter dpl.
Wilayah di Kecamatan Manguharjo tidak terdapat area dengan rentang

ketinggian 80- 90 meter dpl.

Kecamatan Taman memiliki distribusi ketinggian yang lebih beragam baik
60-70, 70-80, maupun 80-90 meter dpl. Wilayah Kecamatan Taman didominasi
oleh rentang ketinggian 70-80 meter dpl dengan luas area yaitu 1113,89 Ha atau
91,4% dari total luas area Kecamatan Taman. Seluruh kelurahan di wilayah
Kecamatan Taman tercatat didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter
dpl. Adapun wilayah Kecamatan Taman dengan rentang ketinggian 60-70 meter
dpl seluas 11,57 Ha atau hanya 0,9% dari total luas area kecamatan tersebut.
Hanya Kelurahan Josenan dan Kelurahan Kuncen yang memiliki area pada
ketinggian ini. Sedangkan wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl
seluas 94,01 Ha atau 7,7% dari total luas area Kecamatan Taman. Kelurahan
Banjarejo dan Kelurahan Demangan merupakan wilayah yang didalamnya

terdapat rentang ketinggian 80-90 meter dpl.
2.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan aspek geologisnya, mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki
struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta
jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan
organisme yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut
merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam
kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.
Tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman efektif di atas 90
cm, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga kondisi lahan di kota

ini relatif tidak mengalami erosi.
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Tabel 2. 5 Sebaran Jenis Bantuan di Kota Madiun

Luas Wilayah
Kecamatan Kelurahan berdasarkan Jenis
Batuan (Ha)
Alluvium

Kertoharjo Kanigoro 172.41
Kartoharjo 79.04
Kelun 124.55

Klegen 86.35

Oro-Oro Ombo 87.33
Pilangbango 114.92
Rejomulyo 203.87

Sukosari 71.51
Tawangrejo 153.53
Madiun Lor 141.99
Manguharjo 331.67

Nambangan Kidul 87.05

_ Nambangan Lor 68.98
Manguharjo Ngegong 128.16
Pangongangan 68.64
Patihan 130.17
Sogaten 124.70
Winongo 200.69
Banjarejo 182.14
Demangan 227.54
Josenan 138.76

Kejuron 77.50

Taman Kuncen 34.76
Manisrejo 176.25
Mojorejo 141.14
Pandean 107.15
Taman 134.23
Total 3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Wilayah Kota Madiun sebagian besar termasuk dalam zona pusat depresi
Jawa (zona Solo), yang ditempati oleh batuan gunung api kuarter. Pada bagian
selatan dari zone Solo merupakan lajur pegunungan selatan Jawa Timur dan
bagian wilayah utaranya termasuk di dalam rangkaian pegunungan Kendeng.

Sementara itu, Berdasarkan peta hidrogeologi Yogyakarta (Jawa), komposisi
litologi dan kelolosannya, untuk wilayah Kota Madiun didominasi oleh struktur
tanah aluvium endapan sungai yang umumnya tersusun oleh material berbutir
halus (lempung, lanau, diselingi pasiran) atau lempung pasiran. Tingkat
kelulusan sedang sampai

merupakan tanah aluvium endapan rawa dan danau yang tersusun terutama

oleh lempung yang kedap air.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Berdasarkan peta tersebut, wilayah Kota Madiun bagian utara didominasi
oleh akuifer dengan produktifitas sedang sampai tinggi dengan penyebaran luas.
Tinggi pisometri air tanah diatas atau dekat air tanah, debit sumur bisa

mencapai lebih dari 10-50 liter/detik, terutama wilayah Madiun bagian utara.

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya, debit air tanah sepanjang tahun di Kota
Madiun hampir tetap. Kondisi tersebut dikarenakan struktur tanah Kota Madiun
yang cukup baik dan dapat menyerap air hujan dengan baik. Oleh karena itu
masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh air bersih yang dapat
digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada
kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman
90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo
pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun,
mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2
bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian
barat sungai mencakup 18 persen wilayah. Sumber air tanah dan air permukaan
tanah di Kota Madiun berasal dari dasar tanah, permukaan tanah, serta berasal
dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai
Madiun. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Piring dan Sungai
Sono yang dijadikan sebagai saluran. irigasi lahan pertanian di wilayah Kota

Madiun.

Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat
menyerap air hujan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan debit air tanah
sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk
mendapatkan air bersih guna keperluan sehari- hari. Sumber air dangkal
terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat
pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai
(DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat
Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota
menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan
di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak
sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Pada saat musim hujan, Sungai
Madiun sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal
ini disebabkan adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang

lebih rendah sekitar 2-5 meter dengan dasar Sungai Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2,
yaitu drainase makro dan drainase mikro yang berjumlah 32 saluran. Sistem
drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan

(terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir).
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Gambar 2. 3 Peta Arah Aliran Air Tanah di Kota Madiun

Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021
Hasil kajian Tahun 2021 tentang Pemetaan Kondisi Air Tanah di Kota
Madiun Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa muka air tanah di Kota Madiun
mempunyai ketinggian antara 58,18 m dpal - 72,12 m dpal yang dapat disajikan
dalam Peta Kontur Air Tanah Dangkal pada Gambar 3.1. Berdasarkan pada
ketinggian muka air tanah dangkal maka pola aliran air tanah dangkal di Kota

Madiun, di setiap wilayah Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:
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1. Wilayah Kecamatan Taman, aliran air tanah dari arah Tenggara menuju
Barat Laut, yang mempunyai hulu di Kelurahan Demangan, Banjarejo,
Manisrejo mengalir ke arah Kelurahan Nambangan Kidul dan
Nambangan Lor yang berakhir di aliran Sungai Madiun. Pola aliran air
tanah akan berubah arah selatan menuju ke utara mulai dari Kelurahan
Kejuron. Gradien hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah)
homogen dan terjadi secara gradual.

2. Wilayah Kecamatan Kartoharjo, arah aliran air tanah dari selatan
menuju ke utara yang dimulai dari Kelurahan Kartoharjo, Klegen dan
Kanigoro yang berakhir di Kelurahan Tawangrejo dan Kelun. Gradien
hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah) heterogen, sebelah
selatan mempunyai garadien hidrolik yang tinggi, sedangkan bagian
utara mempunyai gradien hidrolik yang rendah.

3. Wilayah Kecamatan Manguharjo, arah aliran air tanah dangkal
mempunyai 2 (dua) pola yaitu: (a) Sebelah barat Sungai Madiun
mempunyai arah aliran air tanah dari barat ke timur dari Kelurahan
Ngegong dan Manguharjo mengarah ke Kelurahan Winongo, dengan
gradien hidrolik yang sedang dan (b) Sebelah timur Sungai Madiun arah
alirannya dari tenggara menuju barat laut serta dari selatan mengalir ke

utara, dengan gradien hidrolik yang tinggi.

2.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologis Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan data BPS Kota
Madiun, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki suhu udara maksimum yang
masih tergolong stabil yang berkisar antara 29,9°C-30,2°C. Rata-rata suhu
udara di Kota Madiun sebesar 23,8 °C — 27,5 °C. Kecepatan angin maksimum di
Kota Madiun cukup bervariasi, pada Tahun 2022 kecepatan tertinggi terjadi
pada Bulan Februari sebesar 15 m/detik, sedangkan kecepatan angin terendah
terjadi pada Bulan Agustus yang hanya sebesar 5 m/detik. Kelembaban udara
tertinggi di Kota Madiun pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari, Februari,
April, September, Oktober, November sebesar 100%. Kelembaban terendah juga
terjadi di Bulan September yaitu sebesar 37%. Curah hujan yang terjadi di Kota
Madiun Tahun 2021 yang tercatat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan curah hujan,
dapat diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan April 18,34
mm /bulan dan curah hujan terendah O mm/bulan terjadi pada Bulan Agustus.
Keberadaan curah hujan ini akan memberikan impact terhadap air tanah dan

air permukaan (sungai).
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Rata-rata curah hujan yang berkisar 0-18 mm/bulan. Apabila dijumlah,
maka secara umum Kota Madiun memiliki curah hujan 100-300 mm dalam satu
bulan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, curah hujan
bulanan Kota Madiun dapat dikatakan termasuk dalam kategori menengah
karena berada pada rentang 100-300 mm /bulan.

Tabel 2. 6 Curah Hujan Menurut Kelurahan pada Setiap Kecamatan

Luas Wilayah Berdasarkan
Kecamatan Kelurahan Curah Hujan (Ha)
100 - 300 (mm/bulan)
Kanigoro 172.41
Kartoharjo 79.04
Kelun 124.55
Klegen 86.35
Kartoharjo Oro-Oro Ombo 87.33
Pilangbango 114.92
Rejomulyo 203.87
Sukosari 71.51
Tawangrejo 153.53
Total 1143,35
Madiun Lor 141.99
Manguharijo 331.67
Nambangan Kidul 87.05
Manguharjo Nambangan Lor 68.98
Ngegong 128.16
Pangongangan 68.64
Patihan 130.17
Sogaten 124.70
Winongo 200.69
Total 1248,5
Banjarejo 182.14
Demangan 227.54
Josenan 138.76
Kejuron 77.50
Taman Kuncen 34.76
Manisrejo 176.25
Mojorejo 141.14
Pandean 107.15
Taman 134.23
Total 1220,6
Total 3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Curah hujan di wilayah Kecamatan Kartoharjo sebesar 100-300 mm /tahun
mencakup luas wilayah 1093,52 Ha. Wilayah di Kecamatan Kartoharjo yang
paling luas terkena hujan adalah Kelurahan Rejomulyo dengan luas 203,87 Ha,
sedangkan wilayah yang paling kecil yaitu Kelurahan Sukosari dengan luas area

71,51 Ha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



-23-

Sementara itu, wilayah Kecamatan Manguharjo turut terkena hujan dengan
curah 100-300 mm tiap bulan dengan luas 1282,06 Ha. Kelurahan Winongo
merupakan wilayah terluas di Kecamatan Manguharjo yang mendapatkan curah
hujan 100-300 mm/bulan dengan luas 200,69 Ha, sedangkan Kelurahan
Pangongangan merupakan kelurahan dengan area paling kecil yang terkena
curah hujan dengan luasan 68,64 Ha. Kecamatan Taman yang terliputi oleh
hujan tercatat seluas 1219,47 Ha. Kelurahan Demangan di Kecamatan Taman
merupakan kelurahan dengan luas paling besar yang mendapat hujan dengan
curah 100-300 mm/bulan dengan area 227,54 Ha, sedangkan Kelurahan
Kuncen adalah wilayah dengan area paling kecil di Kecamatan Taman yang
mendapatkan hujan dengan curah yang sama tiap bulannya dengan area 34,76
Ha.

2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
2.1.6.1 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Air Permukaan

A. Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air menjadi esensial.
Dalam memastikan bahwa dalam pemenuhannya terdapat akses yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota dengan mempertimbangkan
perlindungan dan pemeliharaan ekosistem air yang rentan. Berikut disajikan
perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air dilakukan dengan tahapan:

1. Perhitungan Ketersediaan (Supply) Air

Perhitungan dengan menggunakan metode koefisien limpasan yang

dimodifikasi dari metode nasional.

Rumus:
C =3 (cix Ai)/ YAi
R =>Ri/m
SA=10xCxRxA
Keterangan:
S . . 3
A ketersediaan air (m*“ /tahun)
C koefisien limpasan tertimbang
C koefisien limpasan penggunaan lahan i
i
A luas penggunaan lahan (ha) dari data pemetaan Revisi
i RTRW
Kota Madiun Tahun 2010-2030
R Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah
(mm/tahun)
2022 sebesar 3.837,9 mm/tahun (hasil olah data BPS,
2023)
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Curah hujan tahunan pada stasiun i

Jumlah stasiun pengamatan curah hujan
Luas wilayah (3612,60 ha)

3

or » g™x

Faktor konversi dari mm.ha menjadi m

a. Koefisien Limpasan

Koefisien limpasan dihitung berdasarkan tata guna lahan di masing-masing
wilayah sebagai berikut :.

Tabel 2. 7 Koefisien Limpasan Tiap Jenis Lahan

ot Pt Koefisien
Deskripsi jenis Li
No. Permukaan/Guna lmpasan
lahan Penggunaan Lahan
(Ci)
1. Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng 0,7-0,9
2. Kawasan industri 0,5-0,9
3. Permukiman multi unit, pertokoan 0,6-0,7
4. Kompleks perumahan 0,4-0,6
S. Taman, pemakaman 0,3-0,5
0. Pekarangan tanah berat
> 7% 0,25-0,35
e 2-7% 0,18-0,22
e < 2% 0,13-0,17
7. Pekarangan ringan
o> 7% 0,15-0,2
e 2-7% 0,10-0,15
e < 2% 0,05-0,10
8. Lahan berat 0,40
9. Padang rumput 0,35
10. Lahan budidaya pertanian 0,30
11. Hutan produksi 0,18
12. Hutan tropis basah 0,03
13. Semak belukar 0,07
14. Sawah-sawah 0,15
15. Daerah pertanian 0,40
16. Daerah permukiman 0,70
17. Bangunan padat 0,70-0,90
18. Bangunan terpencar 0,30-0,90
19. Jalan aspal 0,95
20. Jalan tanah 0,13-0,50
21. Lapir keras kerikil batu pecah 0,35-0,70
22. Lapis keras beton 0,70-0,90
23. Taman, halaman 0,05-0,25
24, Tanah, lapang 0,10-0,30
25. Kebun, ladang 0,00-0,20

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

b. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Dalam menghitung ketersediaan air pada tahun 2023, disajikan

perhitungan koefisien limpasan tertimbang sebagai berikut:
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Koefisien
Jenis i:l‘:fﬁunaa“ Luas (Ha) (Ai) PZL';‘;’::::II (AixCi)
Lahan (Ci)
Badan Jalan 220,2177514 0,9 198,20
Fasilitas Kesehatan 13,10383683 0,7 9,17
Fasilitas Olahraga 27,98090629 0,7 19,59
Fasilitas
Pemerintahan 84,82834504 0,7 59,38
Fasilitas Pendidikan 97,51983118 0,7 68,26
Fasilitas Peribadatan 9,71376695 0,7 6,80
rasilitas 11,1643817 0,7 7,82
ransportasi
Industri 41,84952578 0,9 37,66
Infrastruktur 10,42843501 0,7 7,30
erkotaan
Jalur Hijau 15,94201907 0,5 7,97
Pariwisata 1,549136752 0,7 1,08
Pemakaman 26,61782277 0,5 13,31
Perdagangan dan 47,55937486 0,7 33,29
Pergudangan 32,18112675 0,7 22,53
Perkantoran Swasta 2,95063059 0,7 2,07
Permukiman 1571,552751 0,7 1100,09
Pertahanan dan 27,9653785 0,7 19,58
eamanan
gertaman Tanah 1176,696405 0,15 176,50
asah
Pertanian Tanah 2,137924984 0,2 0,43
Kering
Pulau Jalan 0,650615357 0,5 0,33
Sempadan Rel KA 7,006844546 0,35 2,45
Sempadan Sungai 56,86900269 0,3 17,06
Sungai 43,53328371 0,1 4.35
Taman 21,0251544 0,25 5,26
Tanah Kosong 56,85829721 0,3 17,06
Waduk 2,109015035 0,1 0,21
Total 3.612,60 1837,74

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Ketersediaan air Kota Madiun berdasarkan persamaan rasional Permen
Lingkungan Hidup (LH) No. 17 Tahun 2009 diperoleh perhitungan sebagai
berikut:

C =Y (cix Ai)/ TAi
1837,74/3612,60

= 0,51
R =3.837,9 mm/tahun
SA =10xCxRxA

10 x 0,51 x 3.387,9 x 3610,011564

62.419.550,5 m3/tahun
Potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah

sebesar 62.419.550,5 m3/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak

seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor
fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.
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c. Ketersediaan Air Tahun 2030 (SA)

Tabel 2. 9 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Koefisien
No Substansi Luas Rencana Limpasan Cix Ai
(Ha) Penggunaan
Lahan (Ci)
1. | Badan Air 43,05 0,1 4.31
2. Kawasan
Perlindungan 92,38 0,3 27,71
Setempat
3. | Ruang Terbuka Hijau 124,01 0,25 31,00
4. | Badan Jalan 59,88 0,7 41,92
5. | Kawasan Pertanian 569,05 0,15 85,36
6. | Kawasan
Peruntukan 85,10 0,9 76,59
Industri
7. | Kawasan Pariwisata 18,14 0,7 12,70
8. | Kawasan Permukiman 2.068,89 0,7 144;8,2
9.| Kawasan 422,88 0,7 296,02
Perdagangan Jasa
10 | Kawasan Perkantoran 55,40 0,7 38,78
11 | Kawasan Transportasi 13,92 0,7 9,74
12 | Kawasan Pertahanan 59,90 0.7 41,93
dan Keamanan
3.612,6 2114
Total Jumlah 0 ’ 28 i

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang pada rencana pola ruang yang
sudah terkonversi:

C =Y (cix Ai)/ TAi
= 2.114,28/3.612,60

= 0,59
R =3.837,9 mm/tahun
SA =10xCxRxA

10 x 0,59 x 3.837,9 x 3.612,60

81.802,305,5 m3/tahun
Potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar

81.802,305,5 m3/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya
tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti
jenis tanah, geologi dan kelerengan.
B. Perhitungan Kebutuhan (Demand) Air (DA)

Kebutuhan air untuk hidup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan

standar kebutuhan air berpedoman pada standar yaitu:
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e Kebutuhan air penduduk sebesar 120 Iliter/orang/hari atau 43,8
m3/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung
Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012;

e Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha
dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur.
Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000;

0,2-0,8 liter/detik/ha.

Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen

e Kebutuhan air untuk kegiatan industri

Pekerjaan Umum, 2000;

ternak  meliputi  sapi/kerbau (40

babi (6

e Kebutuhan air untuk
liter /detik /ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak),
liter /detik /ternak) dan unggas (0,6 liter /detik/ternak).

Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

DA = N x KHLA

Dimana:

DA = Total kebutuhan air (m3/tahun)

N = Jumlah penduduk = 199.192 jiwa
KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak

Kebutuhan Air Tahun 2023

Tabel 2. 10 Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut

Kebutuhan
Uraian Jumlah Satuan air Kebutuhan air
Penduduk (liter/orang/ (m3/tahun)
hari)
Pgr‘jﬁgﬁk 199.192 orang 120 8.724.610
B Kebutuhan
els;l:lsn air Kebutuhan air
Uraian Satuan (liter/detik (m3/tahun)
Lahan
/ha)
Sawah 1.176,7 Ha 0,231 12.200.025,60
Kawasan 41,85 Ha 0,75 989.836,20
Industri
Kebutuhan
Uraian Jumlah Satuan air Kebutuhan air
Ternak (liter/ternak (m3/tahun)
/hari)
Sapi 318 ekor 40 4.642,8
Kerbau 8 ekor 40 1.16,8
Kambing 2.918 ekor S 5.325,35
Domba 992 ekor S 1.810,4
Unggas 87.762 ekor 0,6 19.219,878
Total 21.945.586,63

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045
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Kota Madiun membutuhkan air untuk pemenuhan kebutuhan

penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar

21.945.586,63 m3/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa
kebutuhan air tahun 2023 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2023
(62.419.550,5 m3/tahun), sehingga dapat diartikan bahwa daya dukung air

Kota Madiun Tahun 2023 memiliki status surplus.

b. Kebutuhan Air Tahun 2045
Tabel 2. 11 Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2045

. Jumlah K.ebutuhan air Kebufuhan
Uraian Penduduk Satuan (liter/orang/h air
endudu .
ari) (m3/tahun)
Proyeksi
Jumlah 260.293 orang 120 31.235,16
Penduduk
Bf saran Kebutuhan air Kebutflhan
Uraian La;:fl Satuan | (liter/detik/ha) - /::hun)
Kawasan
Perunt}lkan 569,05 Ha 0,231 5.899.910,4
pertanian
Kawasan
peruntukan 85,10 Ha 0,231 2.012.785,2
industri
Jumlah Kfabutuhan air Kebu?uhan
Uraian Ternak Satuan (liter/ternak/ air
hari) (m3/tahun)
Sapi 318 ekor 40 4.642,8
Kerbau 8 ekor 40 1.16,8
Kambing 2.918 ekor 5 5.325,35
Domba 992 ekor 5 1.810,4
Unggas 87.762 ekor 0,6 19.219,878
Total 7.975.045,99

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Pemenuhan kebutuhan air di Kota Madiun untuk kebutuhan penduduk,
kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 7.975.045,99 m3/tahun.
Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2045
lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2045 (81.802,305,5 m3/tahun).
Kebutuhan air yang sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2023
disebabkan menyusutnya lahan pertanian yang semula seluas 1.176,7 Ha
(kondisi eksisting) menjadi hanya 569,05 (Rencana Pola Ruang Kota Madiun
dalam Revisi RTRW Kota Madiun, 2022) yang berpengaruh terhadap jumlah
kebutuhan air pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas
dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2045 berstatus

surplus.
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2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Analisis daya dukung pertanian menjadi hal yang penting karena jumlah
penduduk yang semakin meningkat mendorong permintaan tanaman pangan
yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian
merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan
penduduk setempat untuk dapat hidup sejahtera. Analisis daya dukung
terkait dengan kegiatan pertanian perlu dilakukan khususnya berkaitan
dengan kebutuhan akan pangan. Hal ini berguna untuk kemudian
mempersiapkan skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun
juga kebutuhan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan daya dukung
merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan
berkelanjutan.

Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam
memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat
untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras. Konsep
yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini
adalah suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa
menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat
terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian
diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani,
sehingga data yang perlu diketahui adalah luas panen, jumlah penduduk,
kebutuhan fisik minimum dan produksi lahan rata-rata per hektar.
Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan rumus

sebagai berikut.

LP
__Pd
t=KFM

Pr
Keterangan:
T = daya dukung wilayah pertanian
Lp = luas panen (ha)
Pd = jumlah penduduk (jiwa)
KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun),

480 kg/kapita/tahun

Pr = produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha)

Sebagai indikator yang digunakan adalah ketersediaan bahan makanan utama
yaitu beras, dengan asumsi bila:

T < 1 berarti suatu wilayah tidak mampu melaksanakan swasembada pangan,
atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah

penduduk optimal.
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T > 1 berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam

arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

T = 1 berarti suatu wilayah memiliki daya dukung lingkungan optimal.

A. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2023

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kota Madiun berdasarkan daya

dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun, Tahun 2023

Produksi
Kecamatan Jumlah PI::;sn (k I/{ll:VI ita Lahan
/Kelurahan | Penduduk g p Rata-rata DDL STATUS
(Ha) /th) ke/h.
(kg/ha)
Kota 199.192 2.174 480 5.331,19 0,12 defisit
Madiun

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Secara umum, kabupaten/kota di Kota Madiun memiliki status daya

dukung lahan pertanian <1, yang berarti statusnya defisit atau masih belum

mampu melakukan swasembada pangan.

B. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045

Daya dukung lingkungan lahan pertanian tahun 2045 Kota Madiun

dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun tersebut,

sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan

lahan pertanian diasumsikan tetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota

Madiun ialah 1,17%. Secara rinci kondisi daya dukung lahan pertanian Kota

Madiun disajikan pada tabel di bawah ini.
C. Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2045
Tabel 2. 13 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun, Tahun 2045

Proyeksi Luas Produksi
Kota Jumlah Panen KFM Lahan | ppL | STATUS
Penduduk (Ha) (kg/kapita/th) l::::'
(kg/ha)
Kota Madiun | 260.293 2.174 480 5.331,19 0,09 Defisit

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045
Secara umum, Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan

pertanian < 1, yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu
melakukan swasembada pangan.

3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, tentang kumpulan rumah sebagai bagian dari
Daya Dukung Lahan Permukiman baik dan masih mampu mendukung
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah

yang layak huni.
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Secara umum karakteristik permukiman yang ada di Kota Madiun

cenderung mendekati pusat-pusat kegiatan. Hal ini terjadi karena
pertimbangan efisiensi jarak dan waktu. Selain itu sejumlah kemudahan yang
ditawarkan dari adanya fasilitas pelayanan dan utilitas kota yang lebih banyak
terdapat pada pusat kota merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi
masyarakat. Apabila tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan utilitas
kota yang lebih merata, hal ini akan berdampak buruk pada struktur ruang
kota, dimana perkembangan kota akan semakin tidak merata karena
tersentralisasi pada suatu wilayah.

Tabel 2. 14 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun, Tahun 2023

Luas Luas Luas Lahan
KECAMATAN DESA Wilayah [Bangunan | Terbangun| DDLB
(Ha) (Ha) (Ha)

Kanigoro 164,09 91,12 99,88 1,15

Kartoharjo 76,56 59,72 67,57 0,79

Kelun 125,83 31,79 39,00 2,26

Klegen 89,08 62,01 69,93 0,89

Kartoharjo Oro-oro Ombo 117,74 76,94 88,81 0,93
Pilangbango 115,45 49,36 56,22 1,44

Rejomulyo 216,19 84,44 98,76 1,53

Sukosari 57,65 27,42 32,47 1,24

Tawangrejo 179,96 55,59 63,99 1,97

Total 1143,54 | 538,39 616,63 1,30

Madiun Lor 124,02 89,53 109,76 0,79

Manguharjo 337,79 116,39 140,99 1,68

Nambangan 84,99 62,61 74,21 0,80

Kidul

Nambangan Lor 67,05 56,28 62,09 0,76

Manguharjo | Ngegong 156,33 67,96 81,21 1,35
Pangongangan 66,67 34,15 45,30 1,03

Patihan 107,23 69,30 80,65 0,93

Sogaten 119,26 43,12 59,41 1,41

Winongo 184,35 58,96 77,71 1,66

Total 1247,69 | 598,29 731,33 1,19
Banjarejo 189,98 101,49 112,76 1,18

Demangan 216,79 101,52 113,77 1,33

Josenan 160,87 66,82 75,32 1,50

Kejuron 72,09 56,52 64,81 0,78

Taman Kuncen 23,73 14,55 15,85 1,05
Manisrejo 162,52 121,61 132,36 0,86

Mojorejo 125,17 102,46 114,00 0,77

Pandean 141,22 99,26 114,63 0,86

Taman 127,39 102,34 120,17 0,74

Total 1219,79 | 766,58 863,67 0,99

Kota 36126 | 1903,26 | 2211,63 1,14

Madiun

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045
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Nilai daya dukung lahan bangunan (DDLB) di Kota Madiun dan semua
kecamatannya termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Apabila dilihat
dari lingkup kelurahan diketahui bahwa Kelurahan Kelun merupakan
kelurahan dengan nilai DDLB tertinggi sebesar 2,26 sedangkan Kelurahan
Taman merupakan kelurahan dengan skor DDLB terendah yaitu 0,74 yang
menandakan nilai DDLB di Kelurahan Taman berkategori buruk. Secara
keseluruhan terdapat 12 kelurahan di Kota Madiun yang berada dalam
kategori DDLB buruk, dan setengahnya berada di WP Taman yang memiliki
kelurahan dengan kategori buruk sejumlah 6 kelurahan. Kota Madiun perlu
menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus
diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap
mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

4. Daya Dukung Fungsi Lindung
1. Menghitung tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara O (minimal)
hingga 1 (maksmal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin
baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu Ketika nilai
mendekati — maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai
Kawasan budidaya.

Tabel 2. 15 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Rentang
Dukung Nilai
Fungsi Lindung DDL
Sangat rendah 0-0,20
Rendah 0,20 - 0,40
Sedang 0,40 - 0,60
Baik 0,60 - 0,80
Sangat Baik 0,80 -1

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Tabel 2. 16 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis tata guna lahan Koefisien
Cagar alam 1
Hutan Lindung 1
Hutan Cadangan 0,61
Hutan Produksi 0,68
Perkebunan rakyat 0,42
Persawahan 0,46
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Jenis tata guna lahan Koefisien
Ladang/tegalan 0,21
Padang rumput 0,28
Danau/tambak 0,98
Tanaman kayu 0,37
Permukiman 0,18
Tanah kosong 0,01

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

2. Perhitungan luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Rumus perhitungan Daya Dukung fungsi lindung yaitu:

L Lgllal+ Lgl2 aZ + Lgl3. a3 + -+ Lgln. an

I —_—
i LW

Keterangan:
DDL = Daya Dukung Fungsi Lindung
Lgln = Luas Guna Lahan Jenis n (Ha)
an = Koefisien Lindung untuk Guna Lahan LW = Luasan wilayah (Ha)
Luas Guna Lahan jenis n dianalisis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Madiun Tahun 2019-2030 pada peta pola ruang.
Tabel 2. 17 Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Jenis Penggunaan | Luas (Ha) Luas Ii?:g::n (Ai*Ci)
Lahan (Ai) (%) (i) g

Badan Jalan 220,21 0,1 0,18 39,6392

Fasilitas Kesehatan 13,10 0,36 0,18 2,3587

Fasilitas Olahraga 27,98 0,78 0,18 5,0366

Fasilitas 84,82 2,35 0,18 15,2691

Pemerintahan

Fasilitas

Pendidikan 97,51 2,7 0,18 17,5536

Fasilitas

Peribadatan 9,71 0,27 0,18 1,7485

,};asmtas . 11,16 0,31 0,18 2,0096
ransportasi

Industri 41,84 1,16 0,18 7,5329

glfraStruktur 10,42 0,29 0,18 1,8771
erkotaan

Jalur Hijau 15,94 0,44 1 15,9420

Pariwisata 1,54 0,04 0,82 1,2703

Pemakaman 26,61 0,74 1 26,6178

Eggiagangan dan 47,55 1,32 0,18 8,5607

Pergudangan 32,18 0,89 0,18 S5,7926

gerkantoran 2,95 0,08 0,18 0,5311
wasta

Permukiman 1571,55 43,53 0,18 282,8795

Pertahanan dan 27,96 0,77 0,18 5,0338

Keamanan
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Koefisien
Jenis Penggunaan | Luas (Ha) Luas . o,
Lahan (Ai) (%) L“(‘g;“g (AT*C1)
Pertanian Tanah 1176,6 | 32,6 0,46 541,2803
asah
Pertanian Tanah 2,13 0,06 0,46 0,834
ering
Pulau Jalan 0,65 0,02 0,18 0,1171
Sempadan Rel KA 7,00 0,19 0,18 1,2612
Sempadan Sungai 56,86 1,58 0,98 55,7316
Sungai 43,53 1,21 0,98 42,6626
Taman 21,02 0,58 1 21,0252
Tanah Kosong 56,85 1,58 0,01 0,5686
Waduk 2,10 0,06 0,98 2,0668
Total 3612,61 100 10,57 1105,3500

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

DDL Fungsi Lindung = 1105,35/3612,6 = 0,30

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa daya
dukung fungsi lindung di Kota Madiun tergolong dalam kelas rendah sehingga
dapat dikatakan bahwa Kota Madiun lebih berfungsi sebagai kawasan
budidaya.

5. Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini adalah sebuah kebalikan
dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau
standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam
Muta’ali (2021) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan
dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk
eksisting dihitung dari kebutuhan lahan per kapita. Rumus tersebut dapat
ditulis sebagai berikut:

A=L/P

A = daya dukung lahan L = luas lahan (ha)

P = populasi penduduk (jiwa)

Nilai A dibandingkan dengan konsumsi lahan, apabila nilai daya dukung
lahan (A) melebihi nilai konsumsi lahan yang ditentukan (standar Yates) maka
dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya
dukung lingkungannya (diluar ambang batas). Nilai daya dukung lahan
ditunjukkan dengan konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran

populasi kota.
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No. Populasi Penduduk (Jiwa) Konsum.s.l Lahan
(ha/jiwa)
1. 10.000 0,100
2. 25.000 0,091
3. 50.000 0,086
4. 100.000 0,076
S. 250.000 0,070
6. 500.000 0,066
7. 1.000.000 0,061
8. 2.000.000 0,057

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Berdasarkan persamaan rumus dan standar di atas, hasil perhitungan daya

tampung wilayah Kota Madiun sebagai berikut:
L = 3612.6 ha (BPS Kota Madiun)
P (2022) = 199.192 jiwa (BPS, 2023)

P (2045)

= 263.068 jiwa (hasil perhitungan proyeksi)

Sehingga dihasilkan: Daya dukung lahan tahun 2022

A tahun 2022

=L/P

=3.612,6/ 199.192

= 0,016 ha/jiwa

Adapun proyeksi daya tampung wilayah Kota Madiun tahun 2030-2045
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan

No| Kecamatan Luas Wilayah Penduduk (Jiwa) DDT Demografis
(Ha) 2030 2035 2045 2030 | 2035 2045
1 | Mangunharjo 1248 61178 64795 72682 0.0204| 0.0193 | 0.0172
2 Taman 1220 88488 93719 105127 0.0138| 0.0130 | 0.0116
3 Kartoharjo 1143 56510 59850 67136 0.0202| 0.019 0.017
Kota Madiun 3612,6 206176 | 218364 | 244945 0,175 | 0.0165 | 0.0147

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Hasil Perhitungan di atas menghasilkan daya dukung lahan di Kota
Madiun pada tahun 2022 sebesar 0,016 ha/jiwa dan tahun 2044 Sebesar
0,014 ha/jiwa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan standar kriteria Yeates
maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk

menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada

Tahun 2045.
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Tabel 2. 20 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun

Daya
Dukung
1 Pangan (Beras) Kota Madiun mengalami defisit dalam pemenuhan

No Kondisi

kebutuhan pangan yang berarti Kota Madiun belum
dapat melakukan swasembada pangan karena
ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan
kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh
peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan
ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor
bahwa Kota Madiun akan mengalami defisit beras dari

tahun 2023 hingga tahun 2045

2 Fungsi Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk
Lindung fungsi lindung di Kota Madiun kategori rendah
sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan
kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di
dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan
dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih

cenderung menjadi kawasan budidaya.

3 Air Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat
disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun

tahun 2023-2045 berstatus surplus.

4 Daya Dukung Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLB)
Lahan sebesar 1,17 yang termasuk dalam daya dukung lahan

Permukiman terbangun bersyarat atau sedang

S Daya Tampung Berdasar standar kriteria Yeates maka Kota Madiun
Wilayah memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu
untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir
tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

2.1.6.2 Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup
1. Kerusakan Lingkungan
Kerusakan lingkungan berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari aspek fisik, ekonomi, sosial, dan
budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terjadi akibat
kurangnya pengelolaan dan pengawasan ataupun perlindungan oleh berbagai
pihak. Kerusakan lingkungan di Kota Madiun dapat diindikasikan dari lahan

kritis dan alih fungsi lahan.
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1. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang secara penggunaan sudah tidak sesuai
dengan peruntukannya, sementara dari aspek kemampuannya lahan tersebut
sudah tidak mampu untuk mendukung aktivitas yang dilakukan di atasnya
akibat mengalami kerusakan pada aspek fisik, kimia, dan biologi. Dampak dari
lahan kritis adalah terancamnya fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian,
dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung di atasnya atau
pada unit wilayah yang dipengaruhinya. Lahan kritis dapat disebabkan oleh
faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam meliputi erosi, banjir, dan
kekeringan. Faktor non-alam meliputi pencemaran dari penggunaan bahan
pupuk atau pestisida yang berlebihan dan juga akibat limbah dan perubahan
penggunaan lahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan pembangunan.

Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun pada Tahun 2021, munculnya lahan
kritis di Kota Madiun tidak teridentifikasi pada kawasan hutan maupun
kawasan non-hutan. Lahan kritis yang tercatat adalah seluas O ha sehingga
secara data tidak terdapat lahan kritis di Kota Madiun. Mengingat fungsi
perkotaan yang dimiliki oleh Kota Madiun, walaupun tidak ada lahan kritis
yang tercatat namun bisa saja tetap ada lahan kritis eksisting dan tentunya
berpotensi mengalami peningkatan pada masa yang akan datang apabila tidak

terdapat upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang baik.

2. Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh
Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis
dan mengikuti kebutuhan dari pasar. Setiap tahunnya, penggunaan lahan
berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat
yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan
review IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, diidentifikasi bahwa wilayah Kota
Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian,
dimana luasan lahan non-pertanian tersebut berkisar sekitar 70% dari total luas
wilayah dengan luasan sebesar 2.383,06 ha. Dibandingkan secara waktu,
terdapat peningkatan luas lahan non-pertanian dan penurunan luas lahan
pertanian dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 yang dapat dilihat lebih jelas melalui
tabel berikut:
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Tabel 2. 21 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020 dan 2021

Luas lahan non- Luas lahan
Kecamatan pertanian (Ha) pertanian (Ha)
2020 2021 2020 2021
Kartoharjo 663,55 667,27 453,24 447,31
Manguharjo 796,32 798,42 381,70 380,70
Taman 915,49 917,37 250,29 249,54
Kota Madiun (Ha) 2.375,36 2.383,06 1.085,23 1.077,55

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Terjadi peningkatan dengan jumlah yang sedikit pada luasan lahan non
pertanian yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan
eksisting menjadi lahan non-pertanian di Kota Madiun. Berdasarkan IKPLHD
Kota Madiun Tahun 2021, lahan non pertanian ini digunakan untuk
pembangunan permukiman, industri atau pabrik, kawasan perkantoran,
pendidikan, makan dan fasilitas umum. Luas lahan pertanian juga mengalami
penurunan walaupun dalam jumlah yang sedikit, dapat berkaitan dengan
luasan lahan non pertanian yang meningkat sebagai dampak dari alih fungsi
lahan yang terjadi secara nyata.

2.1.6.3 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Pasal 13 ayat (1) huruf c
tentang Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem, pengertaian jasa ekosistem
adalah ukuran perubahan kemampuan dan kualitas layanan ekosistem dari
kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa
ekosistem terdiri dari dua puluh (20) jenis yang terbagi atas empat (4) kelompok
utama, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa budaya (cultural), jasa
pendukung (supporting) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa

pengaturan (regulating) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan.
1. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Jasa ekosistem penyedia bahan pangan merupakan kemampuan suatu
ekosistem dalam memberikan manfaat berupa ketersediaan bahan pangan, yang
berasal dari sumber daya alam hayati seperti tanaman dan hewan baik yang
diolah maupun tidak diolah sebagai makanan atau minuman bagi manusia.
Ketersediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari pertanian dan
perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari
hutan. Karakteristik ekoregion dan juga tutupan vegetasi merupakan faktor

pendukung kemampuan ekosistem dalam penyediaan pangan.
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Tabel 2. 22 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha) Tahun 2020

Kecamatan | Sangat | Rendah | Sedang Tinggi Sangat Tidak Total
Rendah Tinggi Berhubungan
Kartoharjo 66,40 13,77 230,58 - 503,65 258,60 1.073,00
Manguharjo | 126,38 35,46 212,74 0,24 349,62 279,56 1.004,00
Taman 156,80 24,53 434,84 10,86 250,71 368,26 1.246,00
Kota 348,91 75,84 857,88 9,84 1.127,04 903,49 3.323,00
Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi terdapat di
Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 503,65 Ha dari luas wilayahnya,
Kecamatan Manguharjo seluas 349,62 Ha dari luas wilayahnya, dan Kecamatan
Taman mempunyai indikasi jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat

tinggi seluas 250,71 Ha.

KAB.
MADIUN

Gambar 2. 4 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Berdasarkan kajian mengenai jasa ekosistem penyedia bahan pangan,
diperoleh hasil bahwa distribusi klasifikasi kelas rendah dan kelas tinggi
tersebar secara merata di semua kecamatan di Kota Madiun. Artinya setiap
kecamatan di Kota Madiun juga mempunyai wilayah non-tutupan lahan
tanaman pangan yang cukup besar seperti permukiman. perdagangan maupun
jasa yang dapat mempengaruhi ketersediaan jasa ekosistem penyedia bahan

pangan di masa yang akan datang.
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2. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan semua jenis sumber air,
baik itu air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat dimanfaatkan
manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Faktor yang menyusun jasa
ekosistem penyedia air bersih berasal dari curah hujan, lapisan tanah, jenis
batuan yang dapat menyimpan air, bentang lahan, tutupan lahan, dan jenis
vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada
umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena
memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam

jumlah yang banyak.

Gambar 2. 5 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Alr Bersih di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020
Tabel 2. 23 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha) Tahun 2020

Kecamatan Sangat Rendah | Sedang Tinggi Sangat Tidak Total
Rendah Tinggi Berhubungan
Kartoharjo 258,60 62,32 - 232,11 519,97 0,00 1.073,00
Manguharjo 279,56 118,78 11,47 201,51 392,68 0,00 1.004,00
Taman 368,26 152,15 0,07 445,63 279,89 0,00 1.246,00
Kota 903,49 332,07 13,10 856,16 1.218,18 0,00 3.323,00
Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Ketersediaan air bersih dari ekosistem di Kota Madiun dalam kondisi yang

relatif baik, diindikasikan melalui penyedia air bersih kelas tinggi seluas 856,16
Ha dan sangat tinggi seluas 1.218,18 Ha. Secara administratif, Kecamatan
Kartoharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi seluas 232,11 Ha
dan sangat tinggi seluas 519,97 Ha, Kecamatan Manguharjo memiliki indikasi
penyedia air bersih kelas tinggi sebesar 201,51 Ha dan sangat tinggi seluas
392,68 Ha, dan Kecamatan Taman memiliki indikasi penyedia air bersih kelas

tinggi seluas 445,63 Ha dan sangat tinggi seluas 279,89 Ha.
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Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Pengendalian suhu, kelembaban dan hujan, angin, gas rumah kaca, dan

penyerapan karbon merupakan fungsi dari jasa ekosistem pengaturan iklim.

Gampar Z. © reta Jasa LKOSIStem rengatufén IKIIm a1 kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Tabel 2. 24 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020

Sangat . q Sangat Tidak
Kecamatan Rendah Rendah Sedang | Tinggi Tinggi Berhubungan Total
Kartoharjo 278,04 15,30 503,65 - 276,00 0,00 1.073,00
Manguharjo 305,38 35,46 349,48 49,00 264,68 0,00 1.004,00
Taman 435,26 24,53 250,76 6,40 529,04 0,00 1.246,00
Kota 1.011,53 77,39 1.126,9 61,36 1.045,80 0,00 3.323,00
Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun mayoritas tergolong
dalam kelas sedang seluas 1.126,92 Ha, yang kemudian diikuti dengan kelas
sangat tinggi seluas 1.045,80 Ha. Kontribusi jasa ekosistem pengaturan iklim
kelas sedang di Kota Madiun cenderung tinggi karena sebagian besar wilayah ini
berada pada dataran yang relatif rendah dan penggunaan lahan didominasi
dengan lahan sawah.

4. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir merupakan jasa
ekosistem yang digunakan untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan
pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan
Siklus hidrologi

merupakan pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan

banjir berhubungan langsung dengan siklus hidrologi.

(evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan
(flow).

pengaturan tata air yang baik. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi

pengaliran Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada

sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam)

suatu wilayah.
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Tabel 2. 25 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020

Kecamatan :::g:; Rendah | Sedang Tinggi s,;::g;: Berl’nrl:.glaxl:lgan Total
Kartoharjo 279,58 4,16 41,26 748,00 - 0,00 1.073,00
Manguharjo 306,23 6,23 51,04 561,19 79,30 0,00 1.004,00
Taman 435,11 19,41 74,86 700,14 16,48 0,00 1.246,00
Ko‘Fa 1.013,90 28,38 165,66 2.010,35 104,70 0,00 3.323,00
Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2. 7 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota
Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Madiun
mayoritas tergolong dalam kelas tinggi seluas 2.010,35 Ha dan kelas sangat
rendah seluas 1.013,90 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi
pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi dengan kelas tinggi karena
memiliki tutupan lahan sawah yang cukup besar. Besarnya tutupan lahan
tersebut menandakan bahwa ekosistem mampu melakukan penyimpanan air,
pemeliharaan ketersediaan air, dan pengendalian air dengan baik.

5. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Daya dukung lingkungan hidup untuk melakukan pencegahan dan
perlindungan terhadap bencana khususnya bencana alam merupakan suatu
kemampuan ekosistem berbasis pengaturan pencegahan dan perlindungan
bencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan pencegahan dan
perlindungan bencana suatu wilayah adalah ekoregion bentang lahan dan
tutupan vegetasi. Ekoregion bentanglahan struktural dan denudasional dengan
morfologi perbukitan umumnya rawan terjadi bencana. Perbukitan memiliki
kondisi topografi dengan kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam
sehingga berpotensi mengalami bencana. Keberadaan vegetasi dengan
kerapatan tinggi mampu menahan laju air hujan agar dapat mengendalikan

bencana, seperti longsor dan banjir.
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Tabel 2. 26 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020

Sangat . . Sangat Tidak
Kecamatan Rendah Rendah | Sedang Tinggi Tinggi Berhubungan Total
Kartoharjo 266,66 11,34 256,40 18,64 519,97 0,00 1.073,00
Manguharjo 287,75 9,22 268,12 53,70 385,21 0,00 1.004,00
Taman 425,26 5,05 475,28 49,61 290,80 0,00 1.246,00
Kota 971,17 26,38 982,55 123,59 1.219,31 0,00 3.323,00
Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2. 8 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
di Kota Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana
di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas sangat tinggi seluas 1.219,31
Ha, kelas sedang seluas 982,55 Ha, dan kelas sangat rendah seluas 971,17 Ha.
Tingginya jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di
Kota Madiun dipengaruhi dengan kondisi morfologi wilayah yang berada pada
dataran rendah sehingga secara faktor endogen Kota Madiun kecil kemungkinan
terjadi bencana longsor. Namun, besarnya kelas sedang dan sangat rendah pada
jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana ini mendapatkan
tekanan dari aktivitas manusianya.
6. Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem yang berfungsi untuk tempat tinggal dilihat dari kelas
kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga mendukung kehidupan
dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih
besar. Kondisi bentang alam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal
pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh
material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki
potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk
pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, serta tidak
terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan berisiko

terhadap gempa bumi tektonik maupun vulkanik yang rendah.
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Tabel 2. 27 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis

Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020

Kecamatan Sangat Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tidak Total
Rendah Tinggi Berhubungan
Kartoharjo 0,00 115,79 513,96 67,39 375,86 0,00 1.073,00
Manguharjo 71,91 123,27 378,19 90,05 340,59 0,00 1.004,00
Taman 16,55 179,71 264,44 154,3 630,99 0,00 1.246,00
Kota 96,36 415,44 1.182,3 | 306,4 | 1.322,78 0,00 3.323,00
Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

KAB.
MADIUN

Gambar 2. 9 Peta Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di
Kota Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Mayoritas jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal di Kota Madiun
tergolong dalam kelas sangat tinggi seluas 1.322,78 Ha dan kelas sedang seluas
1.182,03 Ha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kota
Madiun memiliki ekosistem dengan kemampuan memberikan jasa budaya
fungsi tempat tinggal yang tergolong baik.
7. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas dipengaruhi oleh kondisi
ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan kondisi
suatu wilayah berdasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna
yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan
ekoregion mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki
suatu wilayah. Artinya, tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi
keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan
tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah,
topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan

keanekaragaman hayati.
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Tabel 2. 28 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020

Kecamatan | Sangat |Rendah | Sedang Tinggi Sangat Tidak Total
Rendah Tinggi |Berhubungan
Kartoharjo 33,22 5,69 17,06 542,37 216,06 258,60 1.073,00
Manguharjo 61,28 6,48 37,73 400,52 218,43 279,56 1.004,00
Taman 91,54 8,55 44,70 320,93 412,02 368,26 1.246,00
Kota 183,88 20,65 99,52 1.285,88 829,58 903,49 3.323,00
Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020
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Gambar 2. 10 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas tinggi mendominasi di Kota
Madiun seluas 1.285,88 Ha, kelas sangat tinggi seluas 829,58 Ha, dan kelas
rendah seluas 20,65 Ha. Kelas jasa tinggi paling luas terdapat pada Kecamatan
Kartoharjo yang menempati luasan 542,37 Ha, Kecamatan Taman memiliki
luasan kelas jasa sangat tinggi yang tertinggi di Kota Madiun yang mencakup
luasan 412,02 Ha.

A. Analisis Daya Tampung Kualitas Air Sungai

Sumber daya air permukaan utama di Kota Madiun berasal dari Sungai
Madiun, Sungai Catur dan Sungai Semawur dengan satu (1) Embung
Pilangbango. Kota Madiun terletak di bagian tengah Daerah Aliran Sungai (DAS)
Madiun yang menjadi titik kumpul air dari kawasan hulunya di daerah
sekitarnya. Sumber pencemar pada Sungai Madiun sendiri dapat berasal dari
aktivitas pertanian, perkebunan atau domestik dari kawasan sekitarnya atau
aktivitas perkotaan yang lebih intensif di Kota Madiun sendiri. Berdasarkan hasil
pengamatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun,
menunjukkan bahwa kualitas air sungai yang relatif baik jika digunakan untuk
kegiatan non domestik namun beberapa lokasi memiliki kualitas air yang kurang

baik jika digunakan untuk air minum.
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Air sungai di Kota Madiun masih layak digunakan sebagai air bersih karena
kadar pH air yang cukup baik, yaitu kisaran 6,5-8,5. Rata-rata pH sungai paling
rendah di Kota Madiun terdapat di Sungai Catur sebesar pH 7,04 dan Saluran
Setiabudi sebesar 7,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa air sungai di Kota
Madiun memiliki pH yang relatif normal dengan pH paling rendah umumnya
terdapat pada Bulan Februari atau Maret. Kandungan oksigen terlarut atau
Dissolved Oxygen (DO) berkisar antara 2 sampai 5 yang menunjukkan
kecukupan oksigen yang berperan dalam penyerapan makanan organisme
perairan sungai di Kota Madiun.

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter fisik, yaitu jumlah
padatan terlarut (Total Dissolved Solid) menunjukkan nilai kurang dari 500
mg/L. Nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas kelayakan, yaitu
1000 mg/L. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah zat padat yang terlarut
pada air sungai di Kota Madiun masih belum memberikan dampak pencemaran
yang signifikan. Nilai rata-rata TDS paling tinggi terdapat pada Sungai Semawur

yakni 295 mg/L dan paling rendah pada Saluran Slarangan sebesar 158 mg/L.

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter mikrobiologi diukur
melalui jumlah kandungan bakteri coliform sebagai salah satu indikator utama
pencemaran akibat aktivitas domestik atau lainnya pada tubuh air. Sungai-
sungai yang melewati kawasan permukiman atau perkotaan umumnya pasti
memiliki kandungan bakteri coliform yang tinggi. Secara umum kandungan total
coliform pada air sungai di Kota Madiun dibawah ambang batas untuk
penggunaan non-domestik namun untuk keperluan domestik seperti air minum
perlu adanya proses pengolahan air yang lebih lanjut. Rata-rata total coliform
paling tinggi terdapat di Saluran Sono sebesar 3744 MPN/100 ml dan Saluran
Diponegoro Timur sebesar 3752 MPN/100 ml.

Tabel 2. 29 Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun

Peruntukan Air Peruntukan Budidaya .
: : Peruntukan Lainnya
. Minum Perairan
Lokasi Pengamatan
Indeks Indeks Indeks
Kelas Kelas Kelas
Pencemar Pencemar Pencemar
Sungai Madiun, 3.3 Tercemar 1.9 Tercemar 0.7 Aman
Jembatan ringan ringan
Ngebrak
Sungai Madiun, 3.8 Tercemar 2.1 Tercemar 0.8 Aman
Jembatan Ringroad ringan ringan
Sungai Semawur 4.4 Tercemar 2.4 Tercemar 0.7 Aman
ringan ringan
Sungai Catur 3.9 Tercemar 2.0 Tercemar 0.8 Aman
ringan ringan
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Saluran Sono 4.6 Tercemar 2.5 Tercemar 0.9 Aman
ringan ringan

Saluran Slarangan 3.2 Tercemar 2.0 Tercemar 0.7 Aman
ringan ringan

Saluran Setiabudi 5.5 Tercemar 2.9 Tercemar 1.2 Tercemar
sedang ringan ringan

Saluran Diponegoro 5.5 Tercemar 2.5 Tercemar 0.9 Aman

Timur sedang ringan

Sumber: Analisis Indeks Pencemar Data IKPLHD, 2021

Kualitas air sungai juga dapat diukur melalui indeks pencemaran air.
Berdasarkan hasil analisis indeks pencemaran air sungai, diperoleh bahwa
secara umum kualitas air sungai di Kota Madiun yang diamati memiliki kelas
tercemar ringan untuk pemanfaatan budidaya perairan maupun domestik

kecuali di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur.

Sementara itu, kualitas air sungai di Kota Madiun yang dimanfaatkan
untuk pengairan tanaman secara umum masih cukup aman untuk digunakan.
Lokasi kualitas air yang cukup rendah terdapat di Saluran Setiabudi dan
Saluran Diponegoro Timur yang terletak di tengah kota. Kedua saluran tersebut
melewati pusat-pusat perkotaan seperti pasar, pusat perdagangan, PKL,
pertokoan, hotel dan kegiatan jasa lainnya. Sumber pencemar dapat berasal dari
polutan yang berasal dari jalan, pusat-pusat kegiatan serta limbah rumah

tangga yang terbuang ke dalam saluran tersebut.

Indikator yang berpengaruh terhadap nilai indeks pencemar air sungai di
Kota Madiun diantaranya Total Suspended Solid (TSS), DO, BOD, COD dan
kandungan bakteri coli untuk penggunaan air domestik. Indeks pencemaran
juga cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari Februari dan beberapa
juga terdapat pada bulan Agustus-September. Umumnya pada aliran sungai
terjadi kenaikan kandungan bakteri coli, BO COD serta penurunan kandungan
oksigen (DO) pada bulan-bulan tersebut, sedangkan pada saluran air drainase
terjadi kenaikan TSS yang cukup signifikan disertai kandungan bakteri coli serta
BOD dan COD pada bulan-bulan tersebut.

B. Kondisi dan Analisis Daya Tampung Sampah

Sampah merupakan sisa bahan dari proses produksi yang sudah tidak
dimanfaatkan. Bahan sisa tersebut memiliki berbagai wujud seperti padat, cair,
dan gas. Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan semakin
pesatnya aktivitas ekonomi, makin pesat aktivitas di suatu daerah maka
semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk secara
umum menjadi faktor pemicu meningkatnya volume timbunan sampah yang

dihasilkan di suatu daerah.
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Perkiraan jumlah timbulan sampah
per hari di Kota Madiun, Tahun
2018-2022
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Jumlah Timbunan Sampah per Hari

Gambar 2. 11 Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Madiun, Tahun
2018-2022

Sumber:: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Kenaikan jumlah penduduk sebesar 318 jiwa, dari 209.797 jiwa pada
Tahun 2018 menjadi 210.115 jiwa pada Tahun 2019 menyebabkan naiknya
jumlah timbulan sampah per hari sebesar 23,639 m3/hari, dari 119.191
m3/hari (tahun 2018) menjadi 210.115 m3/hari (tahun 2019). Tahun 2020,
jumlah timbulan sampah meningkat menjadi 210.245 m3/hari, hingga 2021
mengalami penurunan menjadi sebesar 206.115 m3/hari. Timbunan sampah
per hari di Kota Madiun meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 336.326.
Selain itu, faktor kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah
masih rendah. Pengelolaan sampah untuk menuju konsep 3R (Reduce, Reuse,

Recycle) memerlukan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kota Madiun mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di TPA Winongo
dengan luas 6,4 Ha dengan kapasitas daya tampung sampah hingga 100
m3/hari. Kapasitas TPA Winongo saat ini diperkirakan hanya mampu
menampung 448,56 m3 sampah dengan volume eksisting saat ini telah
mencapai 313,992 m3. Artinya 70% - 80% daya tampung TPA Winongo saat ini
sudah terisi, sehingga jika tidak dilakukan strategi pengelolaan sampah yang
efektif kapasitas TPA akan terlampaui dalam beberapa tahun ke depan.
Mayoritas areal TPA Winongo merupakan zona pasif sampah di TPA Winongo
yang sudah diupayakan diubah menjadi bukit hijau. Fasilitas pengolahan
sampah di TPA Winongo ada yang belum optimal, sehingga meningkatkan laju
penumpukan sampah. Permasalahan yang kerap dialami adalah timbulnya bau
dari TPA Winongo khususnya ketika musim penghujan akibat volume tumpukan

sampah yang besar.
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Pengelolaan sampah di lingkup masyarakat dilakukan melalui berbagai
kegiatan fisik oleh instansi dan pendirian bank-bank sampah. Bank sampah
banyak didirikan oleh masyarakat, baik yang sudah berbadan hukum maupun
belum berbadan hukum. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 10 bank
sampah yang sudah berbadan hukum. Bank sampah yang ada saling bersinergi
satu sama lain, terdapat bank sampah yang hanya terfokus pada pengumpulan
sampah yang dapat didaur ulang untuk kemudian dijual kepada bank sampah
yang telah dapat mengolah sampah yang ada menjadi berbagai macam
kerajinan. Namun, masih terdapat terdapat timbulan sampah yang belum
dilakukan pengelolaan, sehingga terbuang secara bebas yang akhirnya masuk
ke saluran drainase dan/atau sungai yang dapat meningkatkan risiko terhadap
banjir.

2.1.7 Penggunaan Lahan

Lahan di Kota Madiun digunakan menjadi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun yang meliputi permukiman
dengan fasilitas pendukungnya memiliki 19,82 km? atau 59,64% dari luas kota.
Merujuk pada peraturan daerah terkait ditetapkannya batas-batas wilayah di
Kota Madiun, kawasan permukiman di Kota Madiun terdiri dari Kecamatan
Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Secara fisik, Kota
Madiun memiliki karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi
yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman.
Kawasan di Kota Madiun yang menjadi pusat kota berada di sekitar Alun-Alun
Kota Madiun, sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan
Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang
berada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan
umum, yaitu perkantoran dan fasilitas sosial. Sub pelayanan yang berkembang
di Kota Madiun terdiri dari sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa kawasan
perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ponorogo, sub pelayanan bagian barat
yaitu di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, dan sub pelayanan bagian timur
yaitu di sepanjang Jalan Setiabudi. Berdasarkan sub pusat pelayanan tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa kegiatan di Kota Madiun mayoritas berupa
kegiatan perdagangan dan jasa. Sementara itu, untuk kawasan tidak terbangun
berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar

berada pada Kecamatan Manguharjo.
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2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun

2010-2030, potensi pengembangan wilayah di kawasan Kota Madiun adalah
sebagai berikut:

2.1.8.1 Kawasan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan
Berdasarkan BPS Kota Madiun, total luas lahan pertanian di Kota Madiun

pada Tahun 2022 sebesar 892 Ha yang digunakan untuk pengembangan
pertanian padi dan palawija. Persentase luas lahan sawah paling tinggi di Kota
Madiun berada di Kecamatan Kartoharjo, yaitu sebesar 42,84%. Pengembangan
kawasan pertanian di Kota Madiun terdiri dari pertanian tanaman pangan
(sawah), lahan perkebunan, dan lahan budidaya perikanan darat.
Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan
pertanian berkelanjutan di Kota Madiun meliputi sawah Kelurahan Kejuron,
sawah Kelurahan Pangongangan, sawah Kelurahan Demangan, sawah
Kelurahan Kuncen, sawah Kelurahan Josenan, sawah Kelurahan Manguharjo,
sawah Kelurahan Kelun, sawah Kelurahan Tawangrejo, dan sawah Kelurahan
Rejomulyo dengan luas kurang lebih 720 Ha.

Pemerintah Kota Madiun juga telah mempersiapkan kawasan
pengembangan perkebunan seluas 114 Ha yang tersebar di Kecamatan
Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Pengembangan
perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele.
Sementara itu, pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak
sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.

2.1.8.2 Kawasan Industri

Pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan kawasan pengembangan
industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Kecamatan
Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Sektor industri menjadi salah satu sektor
ekonomi unggulan di Kota Madiun. Hal tersebut karena Kota Madiun sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh
karena itu, dalam rangka pengembangan sektor industri besar, menengah dan
kecil/rumah tangga, maka merujuk pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pemerintah Kota Madiun
telah menyiapkan lahan peruntukan industri guna pengembangan industri
seluas 111 Ha. Rencana kawasan peruntukan industri tersebut terdiri dari

industri besar, industri menengah, dan industri kecil/rumah tangga.
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2.1.8.3 Kawasan pariwisata

Pengembangan potensi kawasan pariwisata di Kota Madiun terdiri dari
kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata kota, dan kawasan pariwisata

buatan sebagai berikut.

Tabel 2. 30 Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kota Madiun

No. Jenis Kecamatan Keterangan

Wisata Benteng Pendem dan Wisata

1. | Wisata Budaya | Kartoharjo Bangunan Perumahan Peninggalan
Belanda,
Manguharjo Kawasan Jalan Pahlawan.
2. | Wisata Kota Kawasan Jalan Cokroaminoto dan
Taman
Kawasan Jalan Agus Salim
Kartoharjo, Wisata Hutan Kota, Playground, dan
Taman, Ruang Terbuka Hijau.
3. | Wisata Buatan )
Manguharjo
Manguharjo Wisata Industri Perkeretaapian.

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024

2.1.8.4 Kawasan Permukiman

Kota Madiun terus mendorong perkembangan pembangunan fasilitas
pelayanan dan sektor strategis, guna mendukung Kota Madiun sebagai pusat
pertumbuhan bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun sebagai kota
pusat pertumbuhan menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk di wilayah
sekitar untuk masuk dan bermukim di Kota Madiun. Rencana permukiman di
Kota Madiun diarahkan untuk perumahan kepadatan rendah sampai dengan
kepadatan tinggi. Selain itu, rencana permukiman di Kota Madiun juga
diarahkan pada rencana pengembangan perumahan secara vertikal melalui
pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dilakukan secara
terpadu dengan lingkungan sekitarnya. Kawasan permukiman dilengkapi
dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan

masing-masing.

2.1.8.5 Kawasan Lainnya

Pengembangan kawasan aktivitas lainnya terdiri dari kawasan untuk
perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta api seluas 56
km?2, dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan seluas 39,37

Ha.
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2.1.9 Kondisi Potensi Rawan Bencana
Potensi rawan bencana alam di wilayah Kota Madiun berdasarkan Indeks

Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana pada Tahun 2019, masuk kelas risiko bencana multi
ancaman kategori sedang. Kawasan-kawasan yang memiliki potensi terjadinya
bencana alam dan non alam di Kota Madiun adalah sebagai berikut.

2.1.9.1 Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Wilayah di Kota Madiun sebagai kawasan rawan bencana alam angin puting
beliung terdapat di wilayah dengan dataran landai, yaitu Kecamatan Taman
(Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Banjarejo), Kecamatan Manguharjo
(Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Ngegong), serta Kecamatan Kartoharjo
(Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Kelun, Kelurahan Kanigoro).
2.1.9.2 Kawasan Rawan Banjir

Kota Madiun termasuk dalam wilayah rawan banjir yang disebabkan
karena tingginya curah hujan, sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau
genangan di beberapa tempat. Kondisi ini juga disebabkan kondisi fisik wilayah
Kota Madiun yang umumnya datar. Adanya Kali Madiun di tengah kota juga
mempengaruhi terjadinya bencana banjir ini, karena adanya luapan air sungai
di saat curah hujan yang tinggi.

Keberadaan anak sungai lainnya di Kota Madiun, serta kondisi sistem
drainase kota yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap adanya
kawasan-kawasan yang mengalami banjir atau genangan. Adapun genangan air
kawasan di Kota Madiun terjadi di seluruh kecamatan di Kota Madiun dengan
intensitas yang berbeda. Daerah rawan banjir di Kota Madiun meliputi
Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Tawangrejo, dan
Kelurahan Kelun. Banjir terjadi diakibatkan karena luapan Sungai Piring,
Sungai Maling, dan Sungai Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.
2.1.9.3 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kota Madiun yang memiliki kondisi alam yang cukup kering, menjadikan
Kota Madiun menjadi wilayah rawan terjadinya kebakaran. Namun, bencana
kebakaran sebagian besar ditimbulkan oleh akibat aktivitas manusia. Kejadian
kebakaran tersebut sebagian besar terjadi pada lahan terbuka ataupun
perumahan padat, apabila terjadi pada perumahan padat diperlukannya alat
pemadam kebakaran yang mu